SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG
PENGADAAN BARANGDAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha

Milik Daerah;

—_

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



10.

11.

12.

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016
tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah
Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagai
Penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016
tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016
tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan
Tarif Air Minum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun
2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan
Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan
Usaha Milik Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 89);



20.

21.

22.

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor
192);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun
2013 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 95) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun
2013 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 125);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun
2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 134);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Klaten (Lembaran  Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);



Menetapkan :

24.

25.

26.

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun
2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Klaten
menjadi Perseroan Terbatas Aneka Usaha
(PERSERODA) Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 150);
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun
2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Klaten Kabupaten Klaten menjadi Perseroan Terbatas
Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda)
Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 154);

Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2016 Nomor 32);

Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten
(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor
36);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN
JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Klaten.

2. Bupati adalah Bupati Klaten.



10.

11.

12.
13.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Pengadaan Barang atau Jasa Badan Usaha Milik Daerah yang
selanjutnya disebut Pengadaan Barang atau Jasa adalah kegiatan
Pengadaan Barang atau Jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah yang
dibiayai oleh dari anggaran Badan Usaha Milik Daerah dan prosesnya
sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Daerah.

Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan
BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik
di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran
dasar.

Base practice adalah suatu ide atau gagasan mengenai suatu teknik,
metode, proses, aktivitas, intensif atau penghargaan (reward) yang lebih
efektif dalam mencapai keberhasilan yang luar biasa dibandingkan
dengan teknik, metode, proses lain.

Pengadaan Secara Elektronik adalah Pengadaan Barang atau Jasa yang
dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi
elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultasi, atau Jasa Lainnya
dalam keadaan tertentu.

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia,
Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya.

Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Jasa Konsultasi.
Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang
bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada
direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum

Daerah.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam
menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
Satuan Pengawas Internal atau Audit Internal adalah unit kerja BUMD
yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan,
evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi BUMD.

Whistleblowing System adalah sistem untuk memproses
pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara
langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya
perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar,
kode etik, dan kebijakan, serta kepentingan lain yang sejenis berupa
ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan BUMD.

Usaha Mikro adalah produktif milik orang perorangan dan/ atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan
dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasi atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi
kriteria Usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih
atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengadaan Secara Elektronik adalah Pengadaan Barang atau Jasa yang
dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi

elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan.



Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

(1)

(2)

meningkatkan efisiensi;

mendukung penciptaan nilai tambah BUMD;

menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dengan memberikan
kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
dan

meningkatkan sinergi antar BUMD.

Pasal 3

Pengadaan Barang atau Jasa yang dilaksanakan oleh BUMD meliputi :

a. Barang merupakan setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak, maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh
pengguna Barang;

b. Pekerjaan Konstruksi, merupakan keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,
pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;

c. Jasa Konsultansi, merupakan jasa layanan profesional yang
membutuhkan kehlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang
mengutamakan adanya olah pikir; dan/atau

d. Jasa Lainnya, meliputi jasa nonkonsultansi atau jasa yang
membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan / atau
keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas
di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pengadaan Barang atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan cara:

a. Swakelola, merupakan cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan

sendiri oleh BUMD; dan/atau

b. Penyedia, merupakan cara memperoleh Barang atas jasa yang

disediakan oleh Pelaku Usaha.



BAB II
KEBIJAKAN, PRINSIPDAN ETIKA
PENGADAAN BARANG ATAU JASA
Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa meliputi:

a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang atau Jasa;

b.

(1)

melaksanakan Pengadaan Barang atau Jasa yang lebih transparan,

terbuka, dan kompetitif;

memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia

Pengadaan Barang atau Jasa;

mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif.

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

a.

efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan untuk
mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang
cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal
mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga

terendah;

. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan

kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

. kompetitif, berarti pengadaan barang/jasa penyedia barang harus

terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan
dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia
barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu

berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

.transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai

pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis adminsitrasi
pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon
penyedia barang/jasa, dan sifatnya terbuka bagi peserta penyedia

barang/jasa yang berminat;

. Bersaing, berarti Pengadaan Barang atau Jasa dilakukan melalui

persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia
Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga

dapat diperoleh Barang atau jasa yang ditawarkan secara kompetitif



(2)

(3)

Se

dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme
pasar dalam Pengadaan Barang atau Jasa.

f. adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua
calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat;

g. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat
dipertanggungjawabkan, sehingga menjauhkan dari potensi
penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pengguna barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam
negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan
kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga dan tujuannya
dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri,
pengguna barang/jasa dapat memberikan preferensi penggunaan
produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengguna barang/jasa mengutamakan sinergi antar BUMD dalam

rangka meningkatkan efisiensi usaha atau perekonomian.

Pasal 6

mua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang atau Jasa mematuhi

etika untuk:

a.

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk
mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang

atau Jasa;

. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi

yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah

penyimpangan Pengadaan Barang atau Jasa;

. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat

persaingan usaha tidak sehat;

. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan

sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak

yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat
persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaaan Barang atau Jasa;
menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan

BUMD;



g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
dan

h.tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah, imbalan komisi, rabat, dan apa saja dari
atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan

dengan Pengadaan Barang atau Jasa.

BAB III
PENGADAAN BARANG ATAU JASA PADA BUMD
Pasal 7
Tatacara Pengadaan Barang atau Jasa pada BUMD harus:
a. mencerminkan prinsip pengadaan yang baik dan menjunjung etika
pengadaan;
b. sesuai dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu
pada best practice yang berlaku;
c. mendorong terjadinya pertumbuhan bisnis BUMD dan peningkatan
kecepatan pengambilan keputusan; dan

d. mendorong penggunaan sistem pengadaan secara elektronik.

Pasal 8
Metode pengadaan BUMD tidak terbatas pada pengadaan langsung,
penunjukan langsung, tender, seleksi, dan pasar elektronik yang disediakan

untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa BUMD (emarketplace).

Pasal 9

(1) Pengadaan Barang atau jasa pada BUMD dilaksanakan oleh organisasi
Pengadaan Barang atau Jasa.

(2) Organisasi Pengadaan Barang atau Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.

(3) Dalam hal BUMD tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk
mengelola Pengadaan Barang atau Jasa sendiri, BUMD dapat
mengajukan bantuan personil dari Organisasi Perangkat Daerah yang

menangani pengadaan di tingkat kabupaten.



PasallO

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, metode, organisasi

Pengadaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pengadaan Barang
atau Jasa BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan

Pasal 9 diatur dengan Peraturan Direksi BUMD.

(2) Peraturan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

(3) Peraturan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

kepada Sekretaris Daerah.

BABIV
PENGAWASAN
Pasal 11
Dewan Pengawas/Komisaris wajib melakukan pengawasan proses
Pengadaan Barang atau Jasa dan melaporkan hasil pengawasan
kepada Bupati.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Aparat Satuan Pengawas Internal BUMD melalui kegiatan audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing
system.
Pengawasan Pengadaan Barang atau Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia,
pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang atau Jasa meliputi :
a. pemenuhan nilai manfaat;
b. kepatuhan terhadap peraturan;
c. pencapaian tingkat komponen dalam negeri;
d. penggunaan Produk Dalam Negeri;
e. pencadangan dan peruntukan untuk usaha kecil; dan
f. pengadaan berkelanjutan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan
bersama dengan instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan daerah.
Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan

Pengadaan Barang atau Jasa.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 22 September 2020

BUPATI KLATEN,
Cap

ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN KLATEN,
Cap

ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 57

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat |
NIP. 19700902 199903 2 001




